
BANTUL (KR)- Pe-

nambang pasir di Sungai

Progo yang tergabung da-

lam wadah Kelompok Pe-

nambang Pasir (KPP) te-

ngah dilanda ketidakpas-

tian dengan situasi seka-

rang ini. Khususnya ter-

kait regulasi perizinan

tambang pasir khususnya

Izin Pertambangan Rak-

yat  (IPR) di Sungai Progo.

Salah satunya, proses

pelayanan izin IPR dengan

regulasinya berubah-ubah.

Ketua KPP, Yuninto,

Kamis (13/3) mengatakan,

pihaknya meminta kepada

Pemerintah DIY agar da-

lam proses mengurus izin

IPR dokumennya tidak

seperti pengurusan WIUP.

“Selain itu, dalam regulasi

baru IPR, Rekomtex alat

kerja pompa mechanik di-

hapus, ini melanggar hak

asasi manusia serta ber-

tentangan dengan Un-

dang-Undang di Negara

Republik Indonesia yang

memperbolehkan penam-

bang Rakyat menggu-

nakan pompa mechanik,”

ujarnya.

Selain itu, pembatasan

luasan IPR di dalam regu-

lasi di Yogyakarta sangat

mencederai perasaan pe-

nambang rakyat di Yogya-

karta. Oleh karena itu,

KPP berharap beberapa

hal kepada pemerintah

DIY yakni, Pemerintan

DIY harus membina pe-

nambang rakyat dengan

jalan mempermudah per-

izinan IPR. Menurut Yu-

nianto, Pemerintah DIY

harus menyadari dengan

mempermudah izin IPR

berarti secara tidak lang-

sung memperkuat ekono-

mi kerakyatan masyara-

kat di sepanjang kali

Progo. 

“Pemerintah DIY harus

objektif dalam meman-

dang kasus jebolnya DAM

Srandakan. Saya mohon

dibentuk Tim Independen

untuk meneliti konstruksi

DAM tersebut apakah besi

dan jenis matrial yang lain

sudah sesuai dengan spek.

Jangan hanya mengkam-

binghitamkan penambang

rakyat,” tegas Yunianto.

Dengan kondisi seperti

itu, akhirnya KPP bakal

menggulirkan program, di

antaranya, meneruskan

dan mendorong anggota

KPP untuk pengurusan

izin IPR di Sungai Progo,

mendorong/mendesak

Legislatif dan Birokrasi di

Yogyakarta agar memberi

pelayanan izin mudah,

cepat, dan memberikan

alat kerja sesuai Undang-

Undang di Indonesia.

“Tidak hanya itu, KPP

akan membentuk Satgas

dengan merekrut anggota

untuk menjaga lokasi di

dekat instalasi vital seperti

jembatan dan bendungan

untuk tidak di tambang

oleh siapapun. Ini adalah

bentuk komitmen KPP da-

lam menjaga infrastruktur

vital milik negara.

Yang terakhir KPP tetap

mempunyai semboyan be-

kerja sekaligus menjaga

lingkungan sepanjang kali

Progo. Kepada Bapak/ibu

di Birokrasi, Legislatif

maupun aparat penegak

hukum tolong lihat dan

perhatikan kami penam-

bang rakyat di kali Progo

sebagai rakyat yang harus

diberi kesempatan berusa-

ha dan berkontribusi un-

tuk negara ini,” ujar

Yunianto (Roy)-f

BANTUL ( KR )- Wakil

Bupati Bantul, H Aris

Suharyanta SIP MM,

bersama rombongan Tim

Pengendali Inflasi Daerah

(TPID) Kabupaten Bantul

dan DIY melakukan pe-

mantauan ketersediaan

dan harga kebutuhan ba-

han pokok di wilayahnya

Bantul menjelang Idul

Fitri 1446 H/ 2025 M. 

Salah satunya yang di-

kunjungi pasar tradisional

Imogiri, Kamis (13/3).

“Sejumlah pedagang pasar

mulai dari daging sapi, da-

ging ayam, minyak goreng,

cabai, bawang merah dan

beras, serta sayuran rata

rata harga masih normal.

Stok saat ini masih aman,”

kata Wabup Bantul usai

pemantauan bahan pokok

di Pasar Imogiri.

Bantul termasuk jadi

sasaran pemasaran Mi-

nyaKita kemasan botol

yang isinya tidak full.

Mestinya 1.000 mm tetapi

hanya isi 985 mm. Kurang

15 mm. “Penemuan mi-

nyak goreng isinya tidak

full sudah kami laporkan

ke pusat,” kata Aris.

Tetapi untuk komoditas

cabai seperti cabai merah

harga di pasaran masih

tinggi atau mahal, belum

mengalami penurunan

kembali sejak mengalami

kenaikan harga saat me-

masuki Ramadan 1446 H.

“Cabai merah ini agak

mahal, harganya sekitar

Rp 80.000 per kilogram,

dua kali lipat dari dari har-

ga cabai yang lainnya, mi-

salnya cabai merah besar

di harga Rp 55.000 per

kilogram, cabai merah ker-

iting harganya Rp 36.600

per kilogram,” katanya. 

Menurut Wakil Bupati

Bantul, dari hasil pan-

tauannya rata-rata harga

kebutuhan pokok di be-

berapa pasar tradisional di

Bantul relatif stabil. Se-

perti yang sudah dipantau

sebelumnya, yakni di

Pasar Bantul, Pasar

Pijenan, Pasar Niten, dan

Pasar Piyungan.

Sementara sejumlah pe-

dagang pasar memberikan

keterangan, harga komodi-

tas cabai tidak pernah sta-

bil, sehingga ke depan har-

ga bisa saja turun, juga

bisa naik tergantung ke-

tersediaan dan perminta-

an. Walaupun harga selalu

tidak stabil mereka tidak

merasa kesulitan untuk

mendapatkan stok cabe.

Dari pantauan Wakil

Bupati Bantul, selain

cabai, harga kebutuhan

pokok yang mengalami ke-

naikan di antaranya

bawang merah naik dari

Rp 5.100 menjadi Rp

44.000/kg dan bawang

putih kating naik menjadi

Rp 44.600/kg. (Jdm)-f
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